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ABSTRAK: e Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan dan untuk memenuhi persyaratan
administrasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana diatur
dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu adanya pedoman
penilaian penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

e UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun

2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
UU No.9 Tahun 2015; UU No.33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun
2009; PP No.23 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.6
Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No.38 Tahun 2008; PP No.8 Tahun
2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.1 Tahun 2008; PP No.71
Tahun 2010; PP No.74 Tahun 2012; Perda Kutai Kartanegara No.16 Tahun 2010; PMK
No.08/PMK.02/2006; PMK  No.9/PMK.02/2006; PMK  No.66/PMK.02/2006;
Permendagri No0.58 Tahun 2007; Permendagri No.61 Tahun 2007; PMK
No.73/PMK.05/2007; PMK No.109/PMK.05/2007; PMK No.119/PMK.05/2007; PMK
No.76/PMK.05/2008; Permenkes No.741/MENKES/PER/VI11/2008; PMK

No.77/PMK.05/2009; PMK No.230/PMK.05/2009; Kepmenkes
No.1981/Menkes/SK/XI1/2010; PMK No.92/PMK.05/2011; Permenkes No.12 Tahun
2013

e Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum pengelolaan keuangan
BLUD; ruang lingkup penetapan pola pengelolaan keuangan BLUD yaitu meliputi
Persyaratan dan Penetapan PPK-BLUD yang memuat persyaratan, tim penilai, dan
penetapan; Pengelola; Dewan Pengawas; Remunerasi; Tarif Layanan; Standar
Pelayanan Minimal; Pendapatan dan Biaya BLUD; Perencanaan dan Penganggaran;
Pelaksanaan Anggaran memuat DPA-BLUD, pengelolaan kas, pengelolaan piutang

dan hutang, investasi, kerjasama, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang,



surplus dan defisit anggaran, penyelesaian kerugian dan penatausahaan; Akuntansi,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; dan Evaluasi dan
Penilaian Kinerja. Selain itu juga diatur tentang ketentuan peralihan dan ketentuan

penutup atas pedoman penetapan pola pengelolaan BLUD.

CATATAN: o Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2015.
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